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Pasal 72
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pasal 70 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (4) atau ayat (5).
BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau
Bangunan berada.

Pasal 73
at terutangnyva pajak BPHTB ditetapkan untuk:
. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Sa

a

b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta;

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta;

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta;

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak
tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat
dan di tandatanganinya akta;

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyal
kekuatan hukum yang tetap;

i Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinnya
akta;

| Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinnya akta;

0. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
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Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 75
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap
pelanggaran.

Pejabat Pembuatan Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap laperan.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 avat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB Il
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak
Pasal 77

Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak

kepada Walikota dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan
huruf g.

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i.
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Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan
mendaftarkan diri kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Keuangan Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak
Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Penyedia
tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki cleh Daerah.

Bagian Kedua
Masa Pajak
Pasal 78
Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf J.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota
paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak diatur dalam Peraturan Walikota

dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 79
Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan.
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarkan dengan
menggunakan SPTPD. SKPDKB. Dan/atau SKPDKBT serta rekening listrik.
Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan dalam Peraturan
Walikota.
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BAB V
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Penetapan Pajak
Pasal 80

Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis

Pajak vang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dengan menggunakan

SKPD.

Walikota secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

Walikota menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

77 avat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Walikota dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur
secara tertulis oleh Walikota atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
vang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang
Pasal 81

Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan S3SPD.
Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak
terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (1); dan
b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 ayat (3).
Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis pajak
yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
saat terutangnya pajak.
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Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak
Pasal 82
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayvar sendiri berdasarkan penghitungan
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengis1 SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan
jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
Pasal 83
Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Walikota atau
Pejabat vang ditunjuk untuk jenis pajak vang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j
dipersamakan sebagai SPTPD.
SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaggap telah
disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berahirnya
masa pajak.
Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah
melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib
Pajak.

Bagian Keempat
Ketetapan Pajak
Pasal 84

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,

Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis pajak

vang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2] tidak disampaikan
kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dihitung secara jabatan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan

menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
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SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 85
Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi
administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dar
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
tersebut.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan scjak tanggal penerbitan.

Pasal 86

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Keuangan Daerah.

Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud avat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak tersebut.
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Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakuka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah melewati
waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada avat (5), Walikota melalui
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Penagihan Pajak
Pasal 87
Walikota dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran;
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran,
atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling

lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 88

(1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah

dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan

penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

dalam hal:

a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapal kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah

jatuh tempo pembayaran; atau
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c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 89

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Walikota
dengan mempedomani Pedoman Penagihan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 90

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(6) Dalam hal pengakuan Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
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BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 91

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah terhadap SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal
pemotongan atau Pemungutan.
Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih
dari 3 (tiga) bulan.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas
jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.
Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan
Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah
dapat melakukan Pemeriksaan.
Keputusan Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima.
Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangl urusan
Keuangan Daerah atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil

Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan

sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

O

menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang

diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
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d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur

dengan Peraturan Walikota.

Pasal 93
Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang
ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat
Keputusan Keberatan tersebut.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 94
Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa. denda sebesar 50% (lima puluh persen)
dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
avat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran

Pajak vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95
Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.
Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung
besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 96

Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan

Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yvang
menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
vang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Walikota

dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 97

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB
dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti
pembayaran PBB Perkotaan lainnya dan pada basis data PBB Perkotaan;

b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi vang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB Perkotaan;

c. Kesesualan NJOP Bangunan per meter persegi vang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data
PBB-P2;
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d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak,
NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu,
BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan

Kebenaran penghitungan BPHTB yang termasuk besarnya pengurangan yang
sendiri, disetor, dihitung sendiri.

(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

S
a
b
C
d
e

dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap
S5PD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB X

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 98

istem Elektronik Pajak Daerah meliputi:

. Sistem Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi;
Sistem Elektronik SPTPD;

Sistem Elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak;

Sistemn Elektronik Perizinan Terintegrasi dengan Pajak.

Bagian Kedua

Sistem Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 99

Sistem Elektronik Pembayaran dan Penyetoran ajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara

Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan

Nola Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit

memuat:

a.
b.

c.

d
£,
[

g

identilas para pihak;
objek kerja sama,
ruang lingkup kerja sama;

. hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu kerja sama;

keadaan memaksa;

. penyelesaian perselisihan; dan
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h. pengakhiran kerjasama.

Kerjasama Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku,

Pasal 100
Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak secara elektronik
melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran
tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran
yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.
Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas
pembayaran dan penyetoran pajak melalu:
a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
Internet Banking;
Mobile Banking;
Cash Management Service (CMS); dan/atau

LIS TR

fasilitas lain yang dimiiki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Bagian Ketiga
Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi
Pasal 101
Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Keuangan Daerah dengan menggunakan alat dan/atau system perekam data
transaksi usaha,
Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem FElektronik Pelaporan
Transaksi atara lain:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan; dan
d. Pajak Parkir.

Pasal 102

Dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi wajib pajak dilarang:

au

dengan sengaja mengubah data Sistem Elektronik dengan cara dan dalam
bentuk apapun; dan/atau

dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinva
perangkat dan system elektronik yang telah terpasang.
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Bagian Keempat
Sistem Elektronik SPTPD
Pasal 103

Sistem Elektronik SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan
Daerah dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik SPTPD antara
lain:
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
e. Pajak Parkir; dan
f. BPHTB.
Bagian Kelima
Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 104
Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan dengan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dengan menyediakan
sarana pengiriman Informasi Eektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan
dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
Jenis Pajak Daerah yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik
Informasid dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:
a. Pajak Hotel,;
b. Pajak Restoran;
¢. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. PBB-P2; dan
j. BPHTB.

Bagian Keenam
Sistem Elektronik Perizinan Terintegrasi Dengan Pajak

Pasal 105
Sistem Elektronik Perizinan Terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan
yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan dan
Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat dengan Perangkat Daerah yang membidangi
urusan Keuangan Daerah.
Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik perizinan

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
Pajak Air Tanah.

R B T Mo

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Elektronik Pajak Daerah, diatur dalam
Peraturan Walikota.

(1)

(1)

(2)

(3)

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 107
Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahul dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 108
Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 109
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian Kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada

(4)

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XIlII
PENYIDIKAN
Pasal 110

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah vang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

{. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 111

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 112
Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaul
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa
pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang
bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan:

a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Mojokerto Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; dan

b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan,

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitng sejak terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; dan

b. Peraturan Daerah Kota Mojokertoc Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 115
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

2

Ll =]

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETA] AERAH KOTA MOJOKERTO

A

“HARLISTYATI, S.H., M.S1.

/Pembina Utama Madya

IP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 14/B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 350-
14/2019



-1-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PAJAK DAERAH
I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daecrah Kota Mojokerto Nomor
3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, sebenarnya telah mengatur mengenai kebijakan perpajakan
daerah, termasuk ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Pasca disahkannya Pecraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mekanisme Peraturan
Daerah yvang ada perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah ini dimaksudkan
untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait Pajak Daerah. Semisal
terkait pelaksanaan pemungutan Pajak, terkait teknis pemungutan Pajak, dimana
Pada Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya belum diatur secara lengkap
terait teknis pemungutannya, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
mekanisme 1ni diatur secara lebih lengkap, dengan kondisi semacam ini, maka
tentu, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah
yang baru, mengingal ada perubahan dalam sistematika dalam Peraturan Daerah
yvang ada.

1I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Avyat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari
pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis maupun
lisan.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari
pihak restoran kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis maupun
lisan.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga listrik yang berasal dari sumber
lain" adalah tenaga listrik vang diperoleh dari penyedia tenaga
listrik.

Yang dimaksud dengan "jumlah pembelian tenaga listrik" adalah
jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrik atas
pembelian tenaga listrik prabayar.

Huruf b

Pasal 33

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang

dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan
tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam
penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan

golongan tarif satuan listrik.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.



Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis’ adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
Jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan
objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan
fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "nilai perolehan baru" adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak
dengan cara menghitung seluruh biaya yvang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang
dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek
tersebut.
Hurut ¢
Yang dimaksud dengan "nilai jual pengganti® adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang
berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas,
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Pendaftaran objek Pajak dimaksudkan untuk membantu dalam
menetapkan pajak terutang.
Termasuk dalam pendaftaran objek Pajak antara lain:
a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah; dan
b. penyelenggaraan reklame.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “nomor pokok wajib pajak daerah” adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpjakan daerah yang difergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.



Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)

Yang dimaksud dengan “keterangan lain” antara lain pengajuan dari

Wajib Pajak.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Avat (2)

Contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda adalah jika permohonan banding Wajib
Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak telah dibayar sebelum

pembayaran yang

mengajukan keberatan.

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda adalah jika permchonan banding Wajib
Pajak ditolak atau dikabulkan scbagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran Pajak vang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Penangguhan jangka waktu pelunasan Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan tidak diberlakukan atas jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saal pengajuan keberatan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.



Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Avat (1)
Kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan ini berlaku untuk
Wajib Pajak atau jenis Pajak yang berasal dari kegiatan usaha.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; atau
c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "nomor objek Pajak" adalah nomor
identitas objek Pajak PBB-P2 sebagal sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Kebenaran penghitungan BPHTB adalah penghitungan formulasi
secara matematis.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kebenaran Yang dimaksud dengan "waris" adalah suatu keadaan yang
menyebabkan seseorang menjadi berhak menerima harta pusaka dari

orang vang telah meninggal.
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Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah perbuatan seseorang
memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi meninggal
dunia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
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Pasal 115
Cukup jelas.
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